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ABSTRAK 

KEBIJAKAN HU.KUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAW ABAN 
PIDANA PENGUASAAN TANAH TANPA RAK SEBAGAI TINDAK 

PIDANA RINGAN 
(Stu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) 

Na ma 
NThf 
Program 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Selly Regina Br. Sitepu 
: 141803060 
: Pascasarjana Ilmu Hukum 
: Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum 
: Dr. Marlina, SH, M.Hum 

Salah satu perihal pennasalahan tanah yang juga merupakan masalah 
hukum pidana adalah masalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah 
tanpa hak bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penguasaan 
sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan 
sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hul.'"Um dan aturan, seperti 
menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan 
penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, 
yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Pennasalahan penelitian ini 
adalah: bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban 
penguasaan tanah tanpa hak, bagaimana faktor penyebab terjadinya penguasaan 
tanah tanpa hak serta bagaimana kebijakan hukum · pidana terhadap 
pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana 
rmgan. 

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau 
doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, 
karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 
perpustakaan. Penelitian hukum nonnatif atau dok.i:riner yang diajukan dalam 
kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum pidana 
mengenai pertanggungjawaban penguasaan tanah tanpa hak ditemukan dalam 
1-ietentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 167 
KUHPidana, Pasal 385 ayat (1) KUHP. Faktor penyebab terjadinya penguasaan 
tanah tanpa hak adalah: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya 
pengetahuan hukum masyarakat. Kebijakan hukum pidana terhadap 
pertanggungjawaban pidana penguasaan tanah tanpa hak sebagai tindak pidana 

· gan adalah dalam bentuk penal dimana pelaku tindak pidana penguasaan tanah 
a hak dapat diajukan ke meja hijau dengan dasar melakukan perbuatan pidana 

am bentuk pelanggaran dan dalam bentuk non penal berupa tindakan mediasi 
a pelak-u penguasaan tanah tan.pa hak dengan pemilik hak. 

==-==un=' ·=· c=1 : Kebijakan, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penguasaan 
tan ah 



ABSTRACT 

CRJMINAL LAW POLICY ON CRIMINAL LIABILITY OF TENURE OF 
LAND WITHOUT RIGHTS AS A CRIME OF LIGHT 

(Studies District Court Lubukpakam) 

Name 

NIM 

Program 

Supervisor 

Supervisor 

I 

II 

: Selly Regina Br. Sitepu 

: 141803060 
: Graduate Legal Studies 

: Prof. Dr. Ediwannan, SH, M. Hum 

: Dr. Marlina, SH, M. Hum 

One of the problems regarding land that is also a matter of criminal law 
is the issue of land tenure without rights. Without the right of land ownership is 
not something new and happening in Indonesia. The word mastery itself can be 
interpreted by taking action right or property arbitrarily or by disregarding the 
laws and rules, such as occupying the land or someone else's home, which is not a 
right. Actions illegal land tenure is an act that is against the law, which can be 
classified as a criminal offense. The research problem is: how is the regulation of 
criminal law regarding land tenure accountability without authority, how the 
causes of land tenure without rights and how the criminal law policy against 
criminal liability without the right of land ownership as a misdemeanor. 

This research is directed to the nonnative legal research, or doctrinaire 
also called as a research library or study documents, because more is done to the 
data that is secondary in the library. Nonnative legal research or doctrinaire 
proposed in this study is the study of the principles of law. 

The results of research and discussion describes setting up a criminal law 
regarding liability without the right of land ownership is found in the provisions 

f Article 6 paragraph (1) jo. Article 2 of Law No. 51 I PRP I 1960 on the 
Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible Or Fact, Article 167 of 

"' Criminal Code, Article 3 85 paragraph ( 1) Criminal Code. Factors causing land 
ership without the right are: Lack of public awareness and a lack of legal 

\ ledge society. Criminal law policy against criminal liability tenure without 
ts as a minor criminal offenses is in the form of penal where criminal 
ession of land without a right can be taken to the court with a basic commit a 

criminal act in the form of the offense and in the form of non penal be an act of 
diation between the perpetrator mastery land without rights and the rights 

er. 

, ords: Policy, Criminal Law, Criminal Liability, Land ownership 
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BABI 

PENDAHULUAN 

�.1. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusm yang sangat mendasar. 

usia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat 

.. usia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan 

· p manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan 

,,.. ah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk 

1 nguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap 

iTiillg akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal 

rsebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. 

Adanya peningkatan kebutuhan tanah bagi manusia untuk melakukan 

' utuhan yang sangat beragam tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk 

_ ptimalkan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan 

n;,a;,�,m. puannya serta memperhatikan lingkungan. Untuk itu perlu diperlukan 

rencanaan penatagunaan tanah, pengaturan penggunaan tanah, pengurusan 

r atas tanah, penyediaan data-data atau peta-peta pendaftaran tanah dengan 

Tan.ah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 

. ·,dalam Undang-Undang Dasar 194 5 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa 

· . an air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

1 Boe,di Harsono, Hukum Agaria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, lsi dan 
r"le:::h::::r,.<ii'mlJU"1, Jakarta: Djambatan, 2007, halaman 47. 

1 



egara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan 

:engenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

··or 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang 

kita sebut dengan UUP A. 

Permasalahan tanah merupakan salah satu yang sangat rumit di negeri ini 

·antara sekian banyak permasalahan bangsa, mulai dari peraturan yang kurang 

·"Sas hingga tumpang tindih sertifikat hak milik atas objek tanah yang sama. 

:sJ nflik yang berlatar belakang masalah tanah sangat banyak terjadi di berbagai 

:erah di Indonesia, dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa. 

Salah satu perihal permasalahan tanah yang juga merupakan masalah 

· · ukum pidana adalah masalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah 

pa hak bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penguasaan 

'diri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan 

renang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti 

empati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. 

an penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan . . 

ang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti diketahui, 

merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah 

sangat stabil dan terns naik seiring dengan perkembangan zaxnan. Penguasan 

·. ang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah terse but 

.--.,,_,,.....,", ""'akan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan 

penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. 
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